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<b>ABSTRAK</b><br>

Salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang ada hingga saat ini adalah kelompok masyarakat adat di
Kabupaten Lebong. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang hidup di sekitar kawasan
hutan pegunungan Bukit Barisan. Mereka hidup dari hasil memanfaatkan dan mengolah sumber daya hutan
yang ada di sekitar mereka.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 192/K pts-11/1996, tertanggal 1 Mei 1996, telah
mengubah fungsi dan menunjuk sebagian kawasan hutan di Propinsi Daerah Tingkat | Sumatra Barat,
Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu seluas +/-1.368.000 Ha, menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat.
Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/K pts-11/1999,
tertanggal 14 Oktober 1999 Ditetapkan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Propins
Daerah Tingkat | Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu dengan luas 1.375.349,867 (satu juta
tigaratus tujuh puluh limaribu tiga ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam putuh tujuh perseribu)
hektar.

Bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990, kedudukan Masyarakat Hukum Adat serta
Hak Ulayat yang dimilikinya secara tegas diakui. Akan tetapi dalam UU No. 41/1999, pengakuan terhadap
Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi beberapa syarat, artinya keberadaan Masyarakat Hukum Adat
dalam satu wilayah teritorial di Indonesia diakui sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan
keberadaannya harus diakui oleh Pemerintah Daerah setempat. Selanjutnyaimplementasi penyetenggaran
otonomi daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terhadap peningkatan kesejahteraan' Masyarakat
Hukum Adat akibat pelaksaaan surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 192/K pts-11/1996 yang
menetapkan kawasan TNKS sebagai kawasan cagar biosfer, belum memberikan tingkat kesejahteraan
Masyarakat Hukum Adat yang maksimal dikarenakan ketika terjadi pembatasan akses terhadap Masyarakat
Hukum Adat terhadap hutan, hal tersebut tidak diikuti dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi
Masyarakat Hukum Adat yang tinggal sekitar kawasan hutan.
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